WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU -

NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI

Menimbang

Mengingat

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa adanya aktifitas pembangunan di Kota
Lubuklinggau yang semakin pesat dapat menimbulkan
dampak terhadap lingkungan hidup;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib
dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Jenis Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang...



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Lubuklinggau Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah
Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS USAHA DAN/
ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAE..
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1

£

8.

. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2

Pemerintah Daerah adalah Walikota Lubuklingggau dan perangkat daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut

AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.

.Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktifitas yang dapat

menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan
dampak terhadap lingkungan hidup.

. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar

yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah upaya Pengelolaan dan
Pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Skala/ Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan
yvang ditentukan wajib UKL-UPL.

Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dasar
bagi Pemerintahan Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam menetapkan
kriteria setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun
dokumen lingkungan.

Pasal 3...



Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menentukan jenis dokumen
lingkungan yang merupakan kewajiban setiap jenis usaha dan/atau kegiatan
yang akan dilakukan.

BAB III
KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

Pasal 4

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Kriteria wajib
AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 5

(1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen
UKL-UPL meliputi bidang :
a. pertanian tanaman pangan dan holtikultura;
b. peternakan dan perikanan;
c. kehutanan dan perkebunan;
d. kesehatan;
€. bidang pengelolaan limbah B3;
f. perhubungan;
g. perindustrian dan perdagangan;
h. prasarana wilayah;
i. energi dan sumber daya mineral; dan
j. kebudayaan dan pariwisata.

(2) Pembagian Bidang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib menyusun
dokumen UKL-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Dokumen UKL-UPL merupakan salah satu syarat yang wajib dilampirkan
dalam mengajukan izin lingkungan.

(4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan
keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

(5) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantum

persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL.

(6) Keputusan..



(6) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah sesuai dengan
kewenanganya.

Pasal 6

Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam kategori UKL-UPL dan
diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting dapat dikenakan
untuk membuat dokumen AMDAL

Pasal 7

Pengisian formulir UKL-UPL paling sedikit memuat:

identitas pemrakarsa;

identitas penyusun (tenaga ahli setiap dampak kegiatan);

rencana usaha dan/atau kegiatan (rona lingkungan hidup air dan udara);

dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta

pemantauan lingkungan;

e. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
dibutuhkan; dan

f. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang
tercantum dalam formulir UKL-UPL.

o o

g. Daftar Pustaka; dan
h. Lampiran
BAB IV
PENUTUP
Pasal 8

Pada saat peraturan Walikota ini berlaku, maka peraturan Walikota Nomor 16
Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 16) tentang
jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan
lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9...



Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 7 Mei so7

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

]

H. S.N.PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

AN

Drs.H.A. RAHMAN SANI M.Si
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR .....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HENDRI HERMANI, SH.,M.HUM
NIP. 19711027 200312 1 002



